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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berjudul “Analisis Fitur Digital Signature Certificates pada Dokumen PDF dan Landasan Hukumnya di Indonesia”. Penelitian ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan Digital Signature Certificates (DSC) pada dokumen PDF, khususnya melalui aplikasi Adobe Acrobat, beserta relevansinya dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Penerapan DSC merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin integritas, keaslian, dan non-repudiation dokumen di era transformasi digital. Melalui pendekatan analisis teknis, penelitian ini menguraikan proses pembangkitan dan verifikasi tanda tangan digital, mekanisme hashing, serta penerapan Public Key Infrastructure (PKI) dan sertifikat digital berbasis X.509. Pembahasan juga dilengkapi dengan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksananya yang mengatur penggunaan tanda tangan digital di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanda tangan digital tanpa sertifikasi resmi (uncertified electronic signature) meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian otomatis di pengadilan, tetap memiliki nilai strategis dalam konteks perlindungan dokumen internal maupun transaksi personal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan manfaat teknis dan praktis dari implementasi DSC.

Penyusunan karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pemahaman tentang keamanan dokumen digital di Indonesia.

Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi dan rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sistem keamanan informasi yang andal dan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Badung, Agustus 2025
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Analisis Fitur Digital Signature Certificates pada Dokumen PDF dan Landasan Hukumnya di Indonesia

Penerapan Digital Signature Certificates (DSC) pada dokumen PDF menjadi salah satu mekanisme penting untuk menjaga integritas dan keaslian informasi di era transformasi digital. Studi ini berfokus pada analisis fitur DSC dalam Adobe Acrobat, dimulai dari proses pembuatan tanda tangan digital yang mengubah dokumen menjadi status final atau tidak dapat diedit. Proses ini melibatkan pembangkitan nilai hash, penyimpanan hash tersebut, serta verifikasi melalui perbandingan antara hash tersimpan dan hash dokumen saat ini untuk menentukan status tanda tangan sebagai valid atau invalid. Fitur DSC merupakan pengembangan dari standar Public Key Infrastructure (PKI) dan sertifikat digital berbasis X.509, yang memungkinkan pengamanan dokumen secara kriptografis. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun tanda tangan digital tanpa sertifikasi (uncertified electronic signature) tidak memiliki kekuatan pembuktian otomatis di pengadilan, hal tersebut tidak berarti tidak bermanfaat. Dalam konteks penggunaan internal atau transaksi personal, uncertified DSC tetap relevan sebagai sarana perlindungan integritas dokumen, mencegah modifikasi tanpa izin, serta memberikan jejak forensik yang dapat digunakan untuk pembuktian teknis jika diperlukan. Di Indonesia, legitimasi hukum penuh diberikan pada tanda tangan digital tersertifikasi (certified electronic signature) yang diterbitkan melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsRE) sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya. Lingkup penelitian ini terbatas pada implementasi DSC menggunakan Adobe Acrobat, dengan penekanan pada aspek teknis dan tinjauan singkat landasan hukumnya.

Kata kunci: Digital Signature Certificates, Adobe Acrobat, Hashing, PKI, Tanda Tangan Digital, UU ITE, PsRE
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Analysis of Digital Signature Certificates Features on PDF Documents and Their Legal Basis in Indonesia

The implementation of Digital Signature Certificates (DSC) in PDF documents is a key mechanism for ensuring the integrity and authenticity of information in the era of digital transformation. This study focuses on analyzing the DSC feature in Adobe Acrobat, beginning with the process of creating a digital signature that renders a document final or non-editable. This process involves generating a hash value, storing the hash, and verifying it by comparing the stored hash with the current document hash to determine whether the signature status is valid or invalid. The DSC feature is developed based on the Public Key Infrastructure (PKI) framework and X.509 digital certificate standards, enabling cryptographic protection of documents. This research emphasizes that although an uncertified electronic signature does not have automatic evidentiary power in court, it does not mean it is without value. In the context of internal use or personal transactions, uncertified DSCs remain relevant as a means to protect document integrity, prevent unauthorized modifications, and provide a forensic trace that can support technical verification if needed. In Indonesia, full legal recognition is granted to certified electronic signatures issued by licensed Electronic Certification Providers (PsRE) in accordance with the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and its implementing regulations. The scope of this study is limited to DSC implementation in Adobe Acrobat, with an emphasis on technical aspects and a concise review of its legal framework.
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan layanan publik [​[1]]. Perubahan ini tidak hanya mempercepat proses distribusi informasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen. Pergeseran dari dokumen fisik ke dokumen elektronik membawa keuntungan signifikan dalam hal penghematan biaya, waktu, dan sumber daya [​[2]]. Namun, transformasi ini juga menimbulkan tantangan baru terkait keamanan data, integritas dokumen, dan keaslian informasi [​[3]]. Risiko pemalsuan, modifikasi tidak sah, serta penyalahgunaan data menjadi isu yang semakin krusial untuk diatasi. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengamanan yang mampu menjamin keaslian dan integritas dokumen elektronik secara efektif.

Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk menjawab tantangan tersebut adalah Digital Signature Certificates (DSC) [​[4]]. DSC memanfaatkan prinsip kriptografi kunci publik atau Public Key Infrastructure (PKI) untuk mengamankan dokumen elektronik, khususnya dokumen berformat PDF yang luas penggunaannya [​[5]]. Teknologi ini bekerja dengan menggabungkan proses hashing dan sertifikat digital untuk memverifikasi apakah suatu dokumen telah diubah setelah ditandatangani [​[6]]. Dengan adanya tanda tangan digital, penerima dokumen dapat memastikan integritas konten tanpa harus melakukan pemeriksaan manual. Fitur ini menjadi relevan dalam berbagai kebutuhan, mulai dari transaksi bisnis, arsip hukum, hingga korespondensi resmi. Selain itu, penerapan DSC tidak hanya meningkatkan kepercayaan pengguna, tetapi juga mempermudah proses validasi dokumen secara cepat dan efisien [​[7]].

Adobe Acrobat, sebagai salah satu perangkat lunak pengelola dokumen PDF yang populer, menyediakan fitur DSC yang relatif mudah digunakan. Prosesnya dimulai dengan membuat tanda tangan digital yang secara otomatis mengubah status dokumen menjadi final atau tidak dapat diedit. Selanjutnya, dokumen tersebut melalui proses pembangkitan nilai hash unik yang merepresentasikan isi file [​[8]]. Nilai hash ini kemudian disimpan dan digunakan sebagai acuan verifikasi di masa mendatang. Jika terjadi perubahan sekecil apa pun pada dokumen, perbandingan hash akan menghasilkan status invalid. Dengan mekanisme ini, keamanan dokumen dapat ditingkatkan tanpa memerlukan infrastruktur tambahan yang kompleks.
Standar yang digunakan dalam fitur DSC pada Adobe Acrobat umumnya mengikuti format sertifikat digital X.509 yang telah diakui secara internasional [​[9]]. X.509 bekerja bersama PKI untuk memastikan identitas penandatangan melalui pasangan kunci publik dan privat. Proses ini memungkinkan pengamanan dokumen secara kriptografis yang sulit dipalsukan atau dimodifikasi tanpa terdeteksi [​[10]]. Algoritma hashing seperti SHA-256 digunakan untuk membuat digital fingerprint yang unik bagi setiap dokumen [​[11]]. Dengan kombinasi teknologi ini, DSC memberikan perlindungan yang andal terhadap integritas dokumen elektronik. Standar tersebut juga memudahkan interoperabilitas antara berbagai sistem dan perangkat lunak yang mendukung tanda tangan digital [​[12]].
Dari perspektif hukum di Indonesia, tanda tangan digital memiliki pengakuan yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan pelaksananya [​[13]]. Regulasi ini membedakan antara tanda tangan digital tersertifikasi (certified electronic signature) dan tidak tersertifikasi (uncertified electronic signature). Tanda tangan digital tersertifikasi dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsRE) yang diakui pemerintah, sehingga memiliki kekuatan pembuktian otomatis di pengadilan [​[14]]. Sebaliknya, tanda tangan digital tidak tersertifikasi tetap sah digunakan, tetapi memerlukan pembuktian tambahan jika diajukan sebagai alat bukti formal [​[15]]. Perbedaan ini menegaskan pentingnya memahami lingkup penggunaan masing-masing jenis tanda tangan digital. Dalam konteks penelitian ini, kedua jenis tersebut akan dianalisis dari sisi teknis dan manfaat praktisnya.
Meskipun tanda tangan digital tidak
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